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WALI KOTA BEKASI 

PROVINSI JAWA BARAT 

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI 
NOMOR : 420/Kep.131-Disdik/III/2021 

 
TENTANG 

PENERIMA HIBAH BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH 
SEKOLAH DASAR SWASTA YANG DIKELOLA OLEH DINAS PENDIDIKAN  

PADA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021 

 

WALI KOTA BEKASI, 

Menimbang  : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan 

Wali Kota Bekasi Nomor 46 Tahun 2011 tentang 
Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan 
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan 

Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah 
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 
Wali Kota Bekasi Nomor 70.A Tahun 2019 tentang 

Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Wali Kota 
Bekasi Nomor 46 Tahun 2011 tentang Tata Cara 
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, 

Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta 
Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial 

yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah, dipandang perlu menetapkan 
penerima hibah serta besaran uang yang akan 

dihibahkan; 
 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud huruf a, maka penerima hibah dimaksud 
perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota. 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang 

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3663); 
 
 

 
 
 

 
  



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Permerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 
 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 
 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang  Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
157); 

 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

 

7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 

2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi 
Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran 

Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E); 
 
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah 

Kota Bekasi tahun 2016 Nomor 7 Seri D) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah 
Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D); 



9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2021(Lembar Daerah Kota 
Bekasi Tahun 2020 Nomor 16 Seri A); 

 

10. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 46 Tahun 2011 

tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan 
penatausahaan, Pertanggung jawaban dan 
Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan 

Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah 

Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 46 Seri E) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 70.A 

Tahun 2019 tentang Perubahan Ketujuh Atas 
Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 46 Tahun 2011 

tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan 
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan 
Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan 

Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah 
Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 70.A Seri E); 

 

11. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 94 Tahun 2020 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita 

Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 94 Seri A). 
 

Memperhatikan : 1. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 910/kep.05.D-
BPKAD/I/2017 tentang Penunjukan Perangkat 

Daerah Selaku Pengelola Anggaran Belanja Hibah 
dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi; 
 

2. Keputusan Kepala Dinas Nomor 
421/5046/Disdik.Pemb.SD tentang Tim Verifikasi 

Dana Hibah Sekolah Dasar Swasta Bidang 
Pembinaan Sekolah Dasar Pada Dinas Pendidikan 
Kota Bekasi tahun 2021 tanggal 06 Juli 2020; 
 

3. Berita Acara Hasil Evaluasi dan Verifikasi 

Permohonan Hibah Bantuan Operasional Daerah 
SD Swasta Tahun Anggaran 2021 Nomor 421/191–

Disdik.Pemb.SD tanggal 13 Januari 2021; 
 

4. Berita Acara Rapat Nomor 421/192-Disdik.Pemb. 

SD Tentang Penerima Hibah SD Swasta Tahun 
Anggaran 2021 tanggal 13 Januari 2021. 

 
 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan 

 
: 

 

KESATU : Penerima Hibah Bantuan Operasional Sekolah Daerah 

Sekolah Dasar Swasta yang di Kelola oleh Dinas 
Pendidikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2021. 



KEDUA : Daftar nama penerima dan besaran hibah sebagaimana 
dimaksud Diktum KESATU, tercantum dalam 

Lampiran Keputusan ini. 
 

KETIGA : Jumlah keseluruhan hibah yang diberikan kepada 

penerima hibah sebagaimana dimaksud Diktum 
KEDUA sebesar Rp 3.465.600.000,- (Tiga Miliar Empat 

Ratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu 
Rupiah). 
  

KEEMPAT : Kepala Dinas Pendidikan sebagai pengelola hibah 
menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas 

pelaksanaan kegiatan dari penerima hibah kepada Wali 
Kota secara periodik. 
 

KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan 
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. 

 
KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 

dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-udangan serta akan diadakan perubahan 
apabila dipandang perlu. 

 

Ditetapkan di Bekasi 

pada tanggal 22 Maret 2021  

WALI KOTA BEKASI, 

  

  Ttd/Cap 

 

  RAHMAT EFFENDI 

 

 

Tembusan Yth : 

1. Ketua DPRD Kota Bekasi; 

2. Wakil Wali Kota Bekasi; 

3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi; 

4. Inspektur Daerah Kota Bekasi 


